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Muh Aqib Razak (B11113578). Tinjauan Hukum Terhadap 
Pembentukan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat, dibimbing 
oleh Achmad Ruslan, selaku pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar, 
selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui bagaimanakah 
pengaturan hukum dari pembentukan Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat dan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas 
dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. 
 Penelitian ini dilakukan di Badan Penghubung Provisi Sulawesi 
Barat, Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Sulawesi Barat dan Biro 
Hukum Provinsi Sulawesi Barat, dengan metode penelitian kepustakaan 
dan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. 
 Hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai tinjauan hukum 
terhadap pembentukan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat masih 
dinilai belum optimal adanya. Pengaturan hukum terkait pembentukan 
Badan Penghubung  Provinsi Sulawesi Barat yang didapatkan dari hasil 
wawancara langsung dengan narasumber yaitu Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat adalah Badan Tipe C yang dimana beban 
kerjanya yang kecil. Dari keterangan tersebut seharusnya dimuat dalam 
perundang-undangan sehingga kedudukan dari Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat jelas, terlebih kantor tersebut adalah organisasi 
perangkat daerah (OPD) baru pada pemerintahan Provinsi Sulawesi 
Barat. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat sudah berjalan dengan baik, akan tetapi untuk pelaporan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat belum dapat kita lihat pada Biro Organisasi dan 





Muh Aqib Razak (B11113578). The Law Review on The Establisment 
of The Liaison Council of West, guided by Achmad Ruslan, as the first 
supervisor and Eka Merdekawati Djafar, as the second supervisor. 
 This research aims to find about the foundational law making of The 
West Sulawesi Govermental Liaison Body, and also to deermine the 
quality of the Liaison Body throught its main duties and functional 
performances. 
 The research is conducted in The West Sulawesi liaison Body, The 
West Sulawesi Management and Organization Bureau, and The West 
Sulawesi Govertment Law Bureau. The research was conducted by using 
interview as the research method to again sufficient data for the research.    
 From the results of the research, the writer finds that the 
foundational law of The West Sulawesi Government Liaison Body is still 
lacking and not optimal enough. From the gained interviews with the 
Liaison Body, it is know that the Liaison Body is categorized as C Type 
Body, which means the occupational burdens of the office are consided 
small. Based on this finding, this information should have been provided in 
the legislations, in order to make the status of West Sulawesi Govermental 
Liaison Body becomes clear this office still counts as a new regional 
device organizations (RDO) on The West Sulawesi Provincial Goverrment. 
Furthermore, with regards to the duties and functional performance of the 
Body Liaison, the writer found that the tasks have been managed quite 
properly. However, for the Liaison Body’s Government Institution’s 
Performance Accountability Report (GIPAR), it Could not have been seen 
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A. Latar Belakang 
 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 
 Indonesia sendiri adalah Negara yang menganut asas 
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu adanya 
pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat 
bawahnya secara hierarkis. Melaui wewenang itulah pemerintah pada 
tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan 
mengembangkan kreativtas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah 
yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 
 Berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 terkait konsep otonomi 
tersebut, sebagai landasan konstitusional, Negara mengakui hak otonom 
bagi tiap daerah untuk menggatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
dalam mewujudkan cita bernegara dan tetap dalam bingkai Negara 
Kesatuan. Sebagaimana termaktub dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, 
yaitu: 
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
 
 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah. 
2. Pemerintah daerah provnsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilihmelalui pemiilihan umum. 
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. 
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. 
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. 
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam undang-undang.    
 
 Desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia.Secara 
historis, asas desentralisasi itu telah lama dilaksanakan di zaman Hindia 
Belanda dengan adanya Undang-undang Desentralisasi (Decentrakisatie 
wet) tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan 
bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi 
merupakan kontinum.1 
 Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua 
unsur pokok.Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan 
otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi 
pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam Negara kesatuan seperti 
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Indonesia, kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui produk 
hukum dan konstitusi serta melembaga.2 
 Pembentukan daerah otonom yang secara serentak (simultan) 
merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan 
kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu sebagai bagian 
dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud 
dengan  diselenggarakannya desentralisasi kemudian menjelma menjadi 
daerah otonom. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus 
kepentingan-kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat.Dengan demikian, desentralisasi 
sebenarnya menjelma otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan 
masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas (daerah setempat) 
demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.3 
 Landasan konstitusi dianutnya asas desentralisasi daerah dapat 
dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (5), yang 
menyatakan bahwa:  
“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintah yang oleh undang - undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat”. 
 
 Pemberian kesempatan kepada pemerintah daerah untuk 
melaksanakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 
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kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar 
yang menjadi urusan Pemerintah. 
 Sifat pemerintahan seperti ini memberikan keluasan kepada daerah 
dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertaggungjawab untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Perubahan 
ini juga terkait dengan aspek filosofi, teori dan prinsip penyelenggaraan 
pemerintah yang hendak dicapai. Perubahan ini memberi peluang kepada 
daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara luas dan 
bertanggunjawab, yang dikenal dengan otonomi daerah. 
 Pelaksanaan otonomi daerah tersebut menjadi peluang dan 
tantangan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat karena daerahlah yang lebih mengetahui 
aspirasi dan kehendak serta potensi yang dimiliki daerahanya. 
Pembangunan nasional tidak bisa dilepas dari prinsip otonomi 
daerah.Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan 
tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan 
prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada 
masyarakat. 
 Menurut Made Suwandi,4 upaya mengoptimalkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya, secara filosofis 
diperlukan pemahaman elemen-elemen dasar pemerintahan daerah 
sebagai sebuah entitas pemerintahan. Adapun 7 elemen tersebut, yaitu: 
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1. Kewenangan atau urusan pemerintahan. 
2. Kelembagaan. 
3. Personil. 
4. Keuangan Daerah. 
5. Perwakilan Daerah. 
6. Pelayanan Publik. 
7. Pembinaa dan Pengawasan. 
 Berdasarkan ketujuh elemen dasar tersebut dalam hal 
pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada beberapa 
poin yang menjadi elemen dan perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah 
dan ada beberapa poin juga yang menjadi domain pemerintah pusat 
seperti diantaranya dalam hal kelembagaan, pembinaan dan pengawasan. 
 Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
kembali menjelaskan bahwa pemerintah daerah dengan prakarsa sendiri 
masih tetap menganut sistem pemerintah daerah desentralisasi.Yang 
dimana diharapan dapat mengakomodasi perubahan paradigma 
pemerintahan, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan perbedaan potensi 
dan keanekaragaman, serta dapat mencegah terjadinya disintegrasi 
bangsa. 
 Sebagai konsekuensi logis dari lahirnya kebijakan-kebijakan 
pemerintahan yang signifikan diatas adalah berubahnya kedudukan, 
tugas, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan di pusat dan daerah. 
 
 
Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan kewenangan masing-masing 
level pemerintahan yang berdampak pada perubahan beban dan 
karakteristik tugas.5 
 Berdasarkan pada beban dan karakteristik tugas, penyerahan 
kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah telah mengurangi peran 
pusat terutama peran pembinaan daerah yang selama ini konotasinya 
intervensi yang ditandai dengan adanya mekanisme persetujuan 
pemerintah pusat dalam berbagai jenis kegiatan pemerintah daerah.6 
 Kewenangan dan keluasan tersebut pada tahap implementasi 
diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing-masing daerah.Lebih 
banyak bernuansa politik daripada pertimbangan rasional objektif, 
efesiensi, dan efektivitas. Pertimbangan tersebut telah membawa implikasi 
pada pembengkakan organiasasi perangkat daerah. Hal ini tentu 
berpengaruh terhadap efesiensi alokasi anggaran yang tersedia dan juga 
terhadap profesionalitas sumber daya aparaturnya. 
 Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 diikuti pula dengan keluarnya PP 
No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai realisasi dari 
pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Adapun latar belakang 
munculnya PP No. 18 Tahun 2016 dapat diamati dengan jelas pada 
konsideran menimbang sebagai berikut “bahwa untuk melaksanakan 
ketentuan pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
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Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat 
Daerah. 
 Pada dasarnya PP No. 18 Tahun 2016 dikeluarkan untuk 
memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata 
organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat 
dan daerah. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 pembentukan Perangkat 
Daerah dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut: 
a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 
b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 
c. Efisiensi; 
d. Efektivitas; 
e. Pembagian habis tugas; 
f. Rentang kendali; dan 
g. Fleksibilitas. 
 Penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah harus 
benar-benar mempertimbangkan kebutuhan daerah yang bersangkutan 
dan jelas disebutkan bahwa nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi 
dilingkungan pemerintah daerah ditetapkan oleh masing-masing 




 Penataan kelembagaaan tersebut ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan 
organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (sekretariat 
daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan dan kantor, rumah sakit daerah, 
kecamatan, kelurahan dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan). 
 Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 33 ayat (2) yaitu: 
Materi yang diatur serta keterkaitanya dengan Peraturan Perundang-
udangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
keterangan mengenai konsepsi Rancangan Pertautan Daerah 
Provinsi yang meliput: 
a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; 
b. Sasaran yang ingin diwujudkan; 
c. Pokok, pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 
d. Jangkauan dan arah pengaturan 
 
 Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan disusul pula dengan diundangkannya PP No. 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan 
Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, merupakan suatu pedoman 
yang tidak hanya memberikan penjelasan mengenai jenis dan bentuk 
organisasi Perangkat Daerah, akan tetapi juga dapat memberikan 
gambaran dan arah yang lebih jelas mengenai rambu-rambu berupa 
kriteria yang dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian organisasi, 
untuk menentukan sendiri tingkat urgensi organisasi yang akan dibentuk. 
 
 
 Pembentukan Perangkat Daerah pada dasarnya adalah untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas 
pembantuan. Namun demikian, pembentukan Perangkat Daerah juga 
tetap mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, 
kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan 
Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat 
yang wajib dilaksanakan oleh Daerah melalui Perangkat Daerah. 
 Berkaitan dengan perangkat daerah Pemerintahan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat, telah dilakukan penataan lembaga perangkat 
daerah.Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 Penataan lembaga pada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini 
sendiri melahirkan dan juga melebur beberapa SKPD. Terkait dengan 
sekian susunan perangkat daerah baru Provinsi Sulawesi Barat, Badan 
Penghubung Provinsi adalah salah satu badan baru yang dimasukkan 
kedalam daftar SKPD terbaru Provinsi Sulawesi Barat.  
 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat ini sendiri adalah salah 
satu lembaga baru pada perangkat daerah Provinnsi Sulawesi Barat, 
dimana Badan ini menggantikan lembaga perangkat daerah yang 
sebelumnya sudah ada, yaitu Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 
yang berada di Jakarta dan telah dilebur. Peleburan kantor perwakilan 
 
 
Provinsi Sulawesi Barat tersebut dilakukan setelah diterbitkannya PP No. 
18 Tahun 2016,dan disusul dengan membentuk lembaga baru yaitu 
Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat.  
 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu 
Badan Daerah yang dimasukkan kedalam OPD Provinsi Sulawesi Barat 
dimana tertuang dalam Nomenklatur OPD Provinsi Sulawesi Barat. 
Berdasarkan pasal 24 ayat (7) PP No. 18 Tahun 2016 menjelaskan bahwa 
“untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan 
pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dapat 
membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota Negara”. 
Berlanjut pada ayat (8) PP No. 18 Tahun 2016 yaitu “Pembentukan badan 
penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditetapkan dengan Perda Provinsi. Akan tetapi pada Perda No. 6 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat pada pasal 4 bagian e ayat (7) hanya menjelaskan bahwa 
“Badan Penghubung Provinsi merupakan Badan Daerah setingkat 
Bidang”.  
 Dari Perda tersebut tidak menjelaskan tugas pokok Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. Berbeda dengan SKPD lain, pada 
Perda tersebut dimuat yang menjadi tugas pokok dari setiap SKPD 
terkecuali Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini 
menggambarkan seakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum siap 
 
 
dalam melakukan pembentukaan Badan Penghubung Provinsi 
sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP No. 18 Tahun 2016. 
 Pembentukan dan/atau Penataan lembaga perangkat daerah 
Provinsi Sulawesi Barat ini adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 
061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP No 18 Tahun 2016 
tentang perangkat daerah. Dimana pada saat itu pimpinan daerah Provinsi 
Sulawesi Barat dalam hal ini adalah Gubenur, tengah menjalani masa 
akhir jabatannya. 
 Dapat kita lihat akibat dari lahirnya PP No. 18 Tahun 2016 
berimbas kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dimana 
pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat diharuskan untuk merombak 
tatanan kelembagaan daerahnya. Sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Barat melakukakn perombakan SKPD yang sebelumnya dipandang 
sebagai SKPD yang sangat tepat fungsi pada Provinsi Sulawesi Barat 
tetapi dilebur dan/atau digabungkan ke dalam SKPD lain menjadi satu. Hal 
ini dapat mengurangi tugas dan fungsi SKPD terkait tersebut, seperti 
Dinas Perkebunan, Biro Kesra, Biro Keuangan serta beberapa SKPD lain 
yang juga telah dilebur.      
 Jika dilihat dari sepak terjang Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat yaitu menggantikan Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Barat yang telah dilebur sehingga terkesan hanya pergantian nama saja 
dari Kantor Perwakilan ke Badan. Sebenarnya hal tersebut sangat 
berdampak baik apabila struktur kantornya juga diganti berdasarkan 
 
 
struktur Badan sebagaimana mestinya. Akan tetapi pembentukan Badan 
Penghubung ini seakan hanya sekedar formalitas saja tanpa merubah 
atau memperbaruhi struktur kantor tersebut, sehingga peranan kantor 
tersebut masih seperti kantor sebelumnya yang dimana jika dilihat dari 
kinerja, terkesan hanya bertugas sebagai protokoler pejabat Pemprov 
Sulawesi Barat di Jakarta.    
 Apabila dilihat dari pimpinan kantor, maka pada umumnya nama 
Badan itu dipegang oleh pejabat eselon IIa, namun berbeda dengan 
Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat, yang memimpin adalah 
pejabat eselon III. Akibatnya, berimbas pada struktur yang biasanya ada 
kepala dan sekretaris, tapi di Badan Penghubung ini hanya ada Kepala 
dan Sub bidang. Dari hal tersebut maka Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat tidak menggambarkan sebagai organisasi setingkat Badan 
jika dilihat dari nama Badan yang ternyata dipimpin oleh eselon III dan 
tidak memiliki struktur lengkap sebagaimana perangkat daerah Badan 
lainnya di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. 
 Berlanjut ke kinerja kantor Badan Penghubung Provinsi Sulawesi 
Barat, bahwa setiap SKPD atau OPD Lingkup pemerintahan Provinsi 
Sulawesi Barat diharuskan menyerahkan LAKIP sebagai pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan yang dimasukkan kedalam Biro Organisasi 
dan Tata laksana Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat belum menyerahkan LAKIP kepada 
Biro Ortala Pemprov Sulbar. Sehingga berdasarkan LAKIP, sampai 
 
 
triwulan ke 2, maka Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat belum 
dapat kita llihat hasil capaian kinerjanya berdasarkan tugas dan fungsinya. 
 Dari hal-hal tersebut maka muncul pertanyaan, apakah 
pembentukan Badan Penghubung Provinsi ini murni karena hak otonom 
dari Pemmerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dimana untuk urusan 
penunjang koordinasi pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan 
dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, sebagai organisasi perangkat 
daerah baru, perlu diteliti lebih jauh lagi mengenai menagapa 
pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat melakukan pembentukan Badan 
Penghubung Provinsi. 
 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pada 
kesempatan ini, penulis sangat tertarik mengangkat suatu masalah 
tentang pengaturan hukum dari pembentukan Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat serta pengaturan pembentukan tugas pokok dan 
fungsi yang dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul  
 “Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Badan Penghubung 
 Provinsi Sulawesi Barat”  
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum dari pembentukan Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat? 
 
 
2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat? 
C. Tujuan Penelitian 
a. Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dari pembentukan Badan 
Penghubung  Provnsi Sulawesi Barat. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. 
b. Manfaat 
Adapun manfaat dari peneitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Melalui peneilitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui 
tentang masalah urgensi dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari 
Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber  
referensi bagi para akademisi maupun praktisi dalam bidang 
pengkajian yang sama. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan 
pertimbangan di dalam pembentukan dan penyempurnaan 
peran dan fungsi lembaga. Khususnya lembaga pemerintah 
daerah serta pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan 






A. Pengertian Pemerintah Daerah 
 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh  
pemeritah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ototnomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 
pada Pasal 1 angka 2. 
 Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 
Pasal 1 angka 3, yaitu: 
“pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.   
 
 Adapun di dalam pembentukan daerah pada dasarnya 
dimaksudkan untuk meningatkan pelayanan publik guna mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana 
pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu ekonomi, potensi daerah, luas 
wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial 
budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain 
yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan 
mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. 
 
 
 Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 
18 UUD RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk Undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 
tentang pemerintahan daerah, Secara substansial Undang-undang 
tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, secara normatif dan empiris.7 
 Sebagaimana rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 
Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 merumuskan bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten/kota. Ayat (2) merumuskan 
bahwa daerah kabupaten/kota diagi atas kecamatan dan kecamatan 
dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Menurut pasal 3 ayat (1) daerah 
provinsi dan kabupaten/kota tersebut merupakan daerah (otonom) yang 
masing-masing memunyai pemerintahan  daerah. Disamping itu berstatus 
sebagai daerah otonom, menurut pasal 4, provinsi juga  merupakan 
wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat serta wilayah kerja gubernur dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Dan kabupaten/kota juga 
merupakan merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah 
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Indonesia(Jakarta 2014) hlm. 54 
 
 
kerjanya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah 
daerah kabupaten/kota.8 
 Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam UU 
No. 23 Tahun 2014 masih menggunakan paradigma residual power.Dalam 
pasal 9, urusan pemerintahan diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu: (a) 
urusan pemerintahan absolut, yakni urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerinntah pusat (politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fisikal, dan agama); (b) 
urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi 
antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi serta daerah 
kabupaten/kota, dan (c) urusan pemerintahan umum yaitu urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala 
pemerintahan. Macam dan pembagian urusan pemerintahan tersebut 
dirinci dalam lampiran UU ini.9 
 Sama dengan UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 
mendudukkan DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan 
daerah.Dalam penjelasan angka 2 di antaranya disebutkan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan 
kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. 
                                                          
8
 Dr. Sirajuddin, S.H., M.H. et.al.,HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 
(Malang 2016), hlm. 47. 
9
Ibid. hlm. 47-48. 
 
 
Dengan  demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai 
mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai 
fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan 
kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan 
kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah 
dibantu oleh perangkat yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara 
(pasal 208).10 
1. Perangkat Daerah 
 Perangkat daerah Provinsi terdiri atas sekretariat daerah, 
sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan 
perangkat daerah kabupaten/kota, terdiri atas sekretariat daerah, 
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 
kelurahan. sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris 
daerah, mempunyai tugas dan kewjiban membantu kepala daerah dalam 
menyususn kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga 
teknis daerah.11 
 Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah pada pasal 208 berbunyi: 
1. Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan 
Pemerintah dibantu oleh Perangkat Daerah. 
                                                          
10
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2. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh 
pegawai aparatur sipil Negara. 
  
Berlanjut pasal 209 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu: 
1. Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: 
a. Sekretariat daerah; 
b. Sekretariat DPRD; 
c. Inspektorat; 
d. Dinas; dan 
e. Badan. 
2. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: 
a. Sekretariat daerah; 
b. Secretariat DPRD; 
c. Inspektorat; 
d. Dinas; 
e. Badan; dan 
f. Kecamatan. 
3. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga 
melaksanakan Tugas Pembantuan. 
 Sedangkan pengertian perangkat daerah yang terdapat dalam 
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 pada Pasal 1 ayat (1) adalah: 
 “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. 
 Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana di atur 
dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 212 yaitu: 
(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat  (2) ditetapkkan 
dengan perda. 
(2) Perda sebagaimana diaksud pada ayat (1) berlaku setelah 
mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah dan dari 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah 
Kabupaten/kota. 
(3) Persetujuan Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan 
pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 
 
 
Pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana 
dalam Pasal 24. 
(4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta 
tata kerja Perangkat  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan  Perkada.  
 
2. Badan Daerah 
 Badan dipimpin oleh seorang kepala.Kepala badan mempunyai 
tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
 Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
pada pasal 219 dan pasal 220 berbunyi: 
Pasal 219 
(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf e dan 
ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksankan fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: 
a. Perencanaan; 
b. Keuangan; 
c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 
d. Penelitian dan pengembangan; dan 
e. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: 
a. Badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi peaksanaan fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar; 
b. Badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksaan fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang sedang; 
dan 
c. Badan tipe C  yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban yang kecil. 
(3) Penentuan Beban kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (20 
didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan 
keuangan Daerah, dan cakupan tugas. 
Pasal 220 
(1) Badan sebagaiman dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf e dan 
ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala. 
 
 
(2) Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah 
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah. 
(3) Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 
kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. 
 
Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 pada pasal 24 yaitu: 
(1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam passal 5 ayat 
(1) huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah provinsi. 
(2) Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur 
melaui sekretaris Daerah provinsi. 
(3) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu gubernur melaksankan fungsi penunjang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah provinsi. 
(4) Badan Daerah provinsi dalam melaksankan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
(5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaiman dimaksud pada 




d. Pendidikan dan pelatihan; 
e. Penelitian dan pengembangan; dan 
f. Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentun  peraturan 
perundang-undangan 
(6) Badan Daerah provinsi melaksankan fungsi penunjang lainnya 
sebagaiman dimaksud pada ayat (5) huruf f dibentuk dengan kriteria: 
a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 
b. Memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan 
fungsi semua Perangkat Daerah proovinsi. 
(7) Untuk menujang koordinasi peaksanaan Urusan Pemerintahan dan 
pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat 
membentuk badan penghubung daerah Provinsi di ibu kota negara. 
 
 
(8) Pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Perda provinsi.  
 
B. Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah 
 Kebijakan Desentralisasi di Indonesia berdasarkan pada UU No. 23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada pasal 1 
ayat (8) yang menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan 
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom 
berdasarkan Asas Otonomi. Kebijakan ini tidak terlepas dan rangkaian 
seluruh proses perjalanan sistem pemerintah daerah di Indonesia yang 
secara formal dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sejak 
1903, 1945 dan seterusnya 1948, 1957, 1965, 1974, 1999, 2004 sampai 
yang terakhir 2014. Dan perjalanan sistem pmerintahan tersebut bagi 
bangsa Indonesia, sangatlah jelas acuan yag mendasarinya adalah 
Undang-Undang Dasar 1945. 
 Undang-undang Dasar 1945 secara prinsip menganut 2 nilai dasar 
yaitu nilai kesatuan dan nilai otonomi. Nilai kesatuan memberikan indikasi 
bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya 
pada magnitude Negara. Artinya pemerintah nasional adalah satu-satunya 
pemegang kedaulatan rakyat, bangsa, dan Negara.Nilai dasar otonomi 
diwujudkan dalam bentuk pemerintahan daerah yang berwenang 




 Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di 
Indonesia terakit erat dengan pola pembagian kekuasaan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena dalam penyelenggaraan 
desentralsasi, selalu terdapat dua unsur penting, yakni pembentukan 
daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dan 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 
bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. 
 Dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi adalah pelimpahan 
kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus 
rumah tangganya sendiri.Desentralisasi baru terwujud apabila terdapat 
“penyerahan” atau overdragen wewenang pemerintahan dan 
desentralisasi otonomi dan tugas pembantuan (zelfsbestuur).12 
 Ada dua pengertian Konsep Desentralisasi yaitu:13 
1. Konsep Statis, Suatu keadaan dalam organisasi dimana pengambilan 
kebijakan dan pelaksanaannya tersebar diseluruh pelosok wilayah 
Negara (di luar puncak hirarki organisasi). 
2. Konsep dinamik, proses penyebaran kekuasaan atau kewenangan 
untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan diluar puncak 
hirarki organisasi Negara atau diseluruh pelosok wilayah Negara. 
 Dari konsep di atas maknanya: 
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 Dr. Sirajuddin, S.H., M.H. et.al.,HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 





a. Fungsi Desentralisasi adalah menciptakan hukum-hukum yang berlaku 
lokal (hukum lokal) atau menciptakan keanekaragaan kebijakan dan 
pelaksanaannya sesuai dengan karakter masyarakatnya. 
b. Pengambilan keputusan dilakukan oleh elemen di luar pucuk 
organisasi, dan dilaksanakan sendiri dipertanggungjawabkan sendiri 
kepada masyarakat diwilayahnya. 
c. Secara geografi, pengambilan keputusan dilakukan di daerah dan 
dilaksanakan oleh unsur daerah sendiri dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakatnya. 
d. Maka lahir pemerintahan daerah dalam sebuah negara bangsa.    
 Menurut J.H.A. Logeman dalam Tjahya Supriatna14 desentralisasi ada dua 
macam yaitu: 
1. Desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi (ambtelijke decentralisatie) 
yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan 
lebih tinggi kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan didalam 
melaksanakan tugas pemerintah. 
2. Desentralisasi ketatanegaraan atau staatkundige decentralisatie yang 
sering disebut desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan 
perundangan dan pemerintahan (regelande en bestururende 
bevoerheid) kepada daerah-daerah otonom dalam lingkungannya. Di 
dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan nenggunakan 
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dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di 
dalam pemerintahan dengan batas wilayah daerah masing-masing. 
 Menurut C.V. Van Der Pot, bahwa desentralisasi ketatanegaraan dibagi 
dua macam15: 
1. Desentralisasi Teritorial (Teritoriale decentralisatie) pelimpahan 
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dari 
daerah masing-masing. 
2. Desentralisasi Fungsional (Functionale decentralisatie) pelimpahan 
kekuasaan untuk mengatur dan megurus sesuatu atau beberapa 
kepentingaan tertentu. 
 Pada hakikatnya desentralisasi teritorial, baik di lapangan perundangan 
maupun lapangan pemerintahan, mempunyai dua bentuk, yaitu:16 
a. Otonomi (autonomie) 
b. Medebewind atau zelfbestuur 
 Pendapat C.V. Van Der Pot senada dengan Philipus M. Hadjon17 
yang menyatakan, desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata 
dilakukan oleh pemerintah pusat, dilakukan jugaoleh satuan-satuan 
pemerintah yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan territorial 
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maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah 
diserahi dan dibiarkan mengatur sendiri sebagaian urusan pemeritahan    
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, karena Indonesia adalah 
“Fennheidstaat”, maka di dalam lingkungannya tidak dimungkinkan 
adanya daerah yang bersifat “staat” ini berarti penyelenggaraan Otonomi 
Indonesia, bahwa besar dan luasnya daerah otonomi dan hubungan 
kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dibatasi dengan 
menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara. 
 Dengan demikian, pembentukan daerah otonom dalam rangka 
desentralisasi di Indonesia mensyaratkan ciri-ciri sebagai berikut. 
a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan 
layaknya negara federal. 
b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau 
pengakuan atas urusan pemerintahan. 
c. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan 
pengaturan dan penerusan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan perkara dan aspirasi masyarakat 
 Menurut Rondinelli Tujuan utama desentralisasi yang hendak 
dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and 
 
 
services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan  
ekonomi di daerah.18 
 Berdasarkan argumentasi di atas, maka tujuan desentralisasi 
adalah:19  
1. Tujuan politik yaitu ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik 
ditingkat daerah umtuk terwujudnya stabilitas politik nasional. 
2. Tujuan ekonomi yaitu dimaksudkan untuk menjamin bahwa 
pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di 
daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. 
 Jadi tujuan desentralisasi adalah agar tidak terjadi menumpukan 
kekuasaan (concentration of power) pada satu pihak saja, yakni 
pemerintah pusat. Dan dengan desentralisasi diharapkan terjadi distribusi 
kekuasaan (distribution of power) maupun transfer kekuasaan (transfer of 
power) dan terciptanya pelayanan masyarakat (public services) yang 
efektif, efisien dan ekonomis serta terwujudnya pemerintahan yang 
demokratis (democratic government) sebagai model pemerintahan 
modern serta menghindari lahirnya pemerintahan sentralistik.20 
 Pada hakikatnya, urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah 
daerah otonom merupakan urusan pemerintah yang menjadi kompensasi 
pemerintah (eksekutif).Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan 
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pemerintah daerah tidak dikenal lembaga legislatif maupun lembaga 
yudikatif. Istilah Badan Legislatif Daerah tidak dapat dipakai untuk sebutan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Seperti trias politica, 
Montesquieu yang membagi kekuasaan Negara dalam kekuasaan 
legislatif, eksekutuif dan yudikatif. 
 Dengan demikian, DPRD tidak mempunyai legislasi, melainkan fungsi 
pengaturan, penganggaran dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan 
daerah yang dijalankan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). 
Kedua lembaga daerah ini diisi melalui proses pemilihan secara langsung, 
demokratis dan terbuka melalui saluran partai politik. Dilihat dari 
mekanisme pembentukan kebijakan daerah, kedua lembaga (institusi) ini 
bersama-sama adalah pembuat kebijakan daerah.Namun, pada tahap 
pelaksanaannya kebijakan kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi 
yang berbeda, yaitu kepala daerah melaksanakan kebijakan daerah, 
sedangkan DPRD melakukan pengawasan/kontrol terhadap pelaksanaan 
kebijakan daerah. 
 Akibatnya, DPRD cenderung mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas 
dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah sehingga 
sering berdampak negatif bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, guna 
menyelaraskan dengan sistem pemerintahan nasional (Negara) yang 
diatur dengan Undang-undang Dasar 1945 yang mengacu pada teori 
tentang Local Government, maka konstruksi sistem pemerintahan di 
 
 
Indonesia harusnya mengikuti pokok-pokok pikiran tersebut yang 
mengutamakan kesejahteraan rakyat. 
 
C. Tinjauan Umum Otonomi Daerah 
1. Pengertian Otonomi Daerah 
 Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari kata 
autos  dannomos. Kata pertama berarti “Sendiri” sedangkan kata kedua 
berarti “Perintah” sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri.
 Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam ikatan Negara keastuan Republlik Indonesia.21 
 Menurut J.A.H Logemann mengatakan bahwa otonomi ialah 
kebebasan bergerak yag diberikan kepada persekutuan-persekutuan yang 
memerintah sendiri (zelfregeerendegemeenschappen). Ahli hukum tata 
Negara lainnya turut berpendapat C.J Franssen, J. Van Zwijndregt dan 
H.J Van Mollen bahwa otonomi ialah hak untuk mengatur urusan-urusan 
daerah atau setempat dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang 
sudah dibuat dengannya.22 
 Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, 
Otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan 
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kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.       
 Seperti yang telah dijelaskan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah mengenai defenisi operasional dari otonomi 
daerah  itu sendiri, tidak memberikan kebebasan seluas-luasnya yang 
dalam arti kemerdekaan. Tetapi diberikan kebebasan yang terbatas sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap dalam 
bingkai Negara Kesatuan. 
 Ada juga ahli yang menyatakan bahwa otonomi itu bukan kekhasan 
negara kesatuan. Menurut Amrah Muslimin, pada prinsipnya pengertian 
otonomi tidak hanya semata-mata intern pada negara kesatuan saja, 
tetapi otonomi dalam artian umum dan dogmatik juga terdapat dalam 
negara serikat, dimana otonomi itu lebih luas dari negara kesatuan23 
 Ada kekhawatiran ketika adanya otonomi yang luas dapat 
memecah belah atau dapat melahirkan keinginan untuk membentuk 
negara serikat. Oleh karena itu, Sunarko berpendapat otonomi harus tetap 
diliputi oleh rasa kesatuan bangsa dan negara, yaitu sifat harus tetap 
onotomi unitaris dan jangan merupakan jalan untuk menuju ke arah 
pembangunan negara federal atau menimbulkan aliran kebebasan aliran-
aliran separatisme kedaerahan.24 
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 Di Indonesia, konsep otonomi sudah jelas tertuang di dalam Pasal 
18 Ayat (1) dan Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Yang mengatur “Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan 
Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap 
Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 
diatur dengan undang-undang”. Dan ayat (5) mengatur mengenai 
“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan pemerintahan pusat”. Artinya tetap terbingkai di dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya saja perlu pengawasan dan 
pemerataan pembangunan yang harus diciptakan oleh pemerintah pusat 
agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang mengakiibatkan munculnya 
gerakan-gerakan separatisme. 
2. Perkembangan Pemerintahan Daerah (local Government) 
 Secara historis, asal-usul kata pemerintah daerah berasal dari bahasa 
yunani dan latin kuno seperti koinotes (komunitas) dan demos (rakyat atau 
distrik), commune (dari bahas perancis) yaitu suatu komunitas swakelola 
dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Ide dasar tentang commune 
adalah suatu pengelompokkan alamiah dari pendudukyang tinggal pada 
suatu wilayah tertentu dengan kehidupan kolektif yang dekat dan memiliki 
minat dan perhatian yang bermacam-macam.25 
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 Pemerintahan daerah (Local Government) yang kita kenal sekarang 
berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di eropa pada abad ke 
11 dan 12  pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar 
yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada 
awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas 
swakelola disekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi 
namamunicipal (kota), couty (kabupaten), commune/gemente (desa).26 
3. Dasar Hukum Otonomi Daerah 
Dasar hukum keberadaan otonomi daerah itu diatur di dalam 
peraturan perundang-undangan, adapun dasar hukum yang mengatur 
tentang otonomi daerah seagai berikut : 
1. Dasar konstitusi ada pada pasal 18 ayat (1) – (7) dan pasal 18 A 
ayat (1) dan (2) dan pasal 18 B ayat (1) dan (2). 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 
XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, 
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya 
Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah dalam Kerangka NKRI. 
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijkan dalam 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 
4. UU No. 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah. 
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5. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. 
6. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah. 
7. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah. 
8. UU No, 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. 
9. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
10. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
11. UU No. 12 Tahun 2004 tentnag Pemerintahan Daerah. 
12. Yang terakhir mendapat penyempurnaan dari Undang-Undang 
sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
13. Ada juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 
14. Dan ada juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang 
pemilihan Kepala Daerah. 
 Itullah semua yang menjadi dasar regulasi atau dasar hukum 
(peraturan perundang-undangan) yang menjadi dasar pelaksanaan 




D. KoordinasiAntara Pemerintah Pusat dan Daerah 
 Perihal hubungan pusat dan daerah selalu menjadi persoalan yang 
akhirnya berimplikasi pada adanya kecenderungan praktek sentralisasi 
 
 
atau desentralisasi. Paham Negara kesejahteraan (Welfare State) yang 
disebut oleh Negara-negara modern selalu memperlihatkan adanya 
campur tangan yang begitu luas dari pemerintah dalam penyelenggaraan 
dan praktek kemsyarakatan di daerah. Campur tangan ini menuntut hal-
hal seperti prinsip “equal treatment”, “equal services”, “equal protection”, 
dan lain-lain yang membutuhkan berbagai keseragaman atau uniformitas 
pengaturan dan pengelolaan. Bagi Negara Indonesia, yang menganut 
bentuk Negara Kesatuan, eksistensi dan peranan Pemerintah (Pusat) 
tidak bisa dikesampingkan atau ditinggalkan dengan diberikannya 
kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. Peranan pemerintah (Pusat) akan tetap dan terus ada 
melalui kebijakan-kebijakan nasional (public police) dalam semua aspek 
kehidupan, demi mewujudkan kesejahteraan yang seimbang, maupun 
perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat atau daerah.27 
 Hubungan pusat dan daerah harus diletakkan dalam hubungan 
yang wajar. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang 
bagaimanapun luasnya bukanlah suatu patokan statik, tetapi dinamik. 
Bandul-bandul hubungan itu harus selalu berayun antara “memusat” dan 
“mendaerah”, untuk menemukan berbagai keseimbangan baru yang 
mampu mengemban tuntutan yang senantiasa berkembang baik pada 
sektor kemasyarakatan, kebangsaan, maupun kenegaraan.28 
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 Selain hubungan pusat dan daerah, dengan adanya otonomi 
daerah, maka perlu diatur mekanisme hubungan antar daerah. Harus ada 
mekanisme atas dasar nasional public policy maupun mekanisme antar 
daerah yang memungkinkan aliran-aliran resources antar daerah yang 
memberi manfaat sebesar-besarnya kepada semua daerah. 
Kesejahteraan dan kemakmuran akan merata pada seluruh rakyat 
Indonesia, daerah harus mempersiapkan mekanisme hubungan antar 
daerah yang saling memberikan kemanfaatan antar daerah tersebut.29 
 Pada UU No. 23 Tahun 2014 ada 3 asas yang dituangkan dalam 
hal penyelenggaraan otonomi daerah guna mewujudkan amanah UUD 
NRI Tahun 1945.yaitu, 
a. Asas Desentralisasi, yakni penyerahan Urusan Pemerintah Daerah 
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas 
Otonomi.30 
b. Asas Dekonsentrasi, yakni pelimpahan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi 
vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan 
Bupati/Wali kota sebagai penanggug jawab urusan Pemerintahan 
umum.31 
c. Asas Tugas Pembantuan, yakni penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksankan sebagian Urusan 




Pasal 1 Ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014. 
31
Pasal 1 Ayat (9) UU No. 23 Tahun 2014. 
 
 
Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 
Pemerintah daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 
melaksanakan sebagian Urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan Daerah Provinsi.32 
Dari ketiga asas tersebut melahirkan beberapa pembagian urusan 
pemerintahan, yaitu 
a. Urusan Pemerintahan Absolut, yakni urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.33 
b. Urusan Pemerintahan Konkuren, yakni Urusan Pemerintahan 
yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan 
daerah Kabupaten/Kota. Dan urusan inilah yang menjadi dasar 
pelaksanaan otonomi daerah.34 
c. Urusan Pemerintahan Umum, yakni urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.35 
 Dan beberapa urusan pemerintah absolut di dalam Pasal 10 UU No. 23 
Tahun 2014, yakni: 
(1) Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 9 Ayat (2) meliputi: 
a. Politik Luar Negeri 
b. Pertahanan  
c. Keamanan  
d. Yustisi 
e. Moneter dan Fisikal Nasional 
f. Agama 
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat : 
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a. Melaksanakan sendiri, atau 
b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada 
di Daerah atau Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat 
berdasarkan asas Dekonsentrasi. 
 
 Dan beberapa Uurusan Pemerintahan Konkuren di dalam pasal 11 UU 
No. 23 Tahun 2014, Yakni : 
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak erkaitan 
dengan Pelayanan Dasar. 
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan 




E. Peraturan Daerah  
1. Bentuk-bentuk Produk Hukum 
 Dalam sistem hukum modern, hukum tertulis semakin memegang peranan 
penting dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini, baik 
sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan maupun sarana 
kontrol sosial.Perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan 
melalui peraturan perundang-undangan yang memang salahsatu ciri pada 
hukum modern adalah sifatnya yang tertulis. 
 Dilihat dari isi/substansi dari norma hukum tertulis, maka dapat dibedakan 
menjadi dua bentuk, yakni: (1) Peraturan perundang-undangan (regeling); 
dan (2) Keputusan/penetapan/ketetapan (bechikking). Oleh Bagir Manan 
Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai “setiap keputusan 
 
 
tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang 
berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat 
secara umum”.36 
 Sementara keputusan/penetapan/ketepatan adalah suatu yang tertulis 
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi 
tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, Individual dan final yang 
menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.37 
 Perbedaan antara peraturan (regeling) dengan 
keputusan/penetapan/ketetapan adalah sebagai berikut:38 
a. Peraturan (Regeling) 
 Umum (ditujukan untuk orang banyak dan tidak tertentu). 
Seperti: barang siapa, setiap warga Negara, setiap mahasiswa 
dan lain sebagainya. 
 Abstrak: Perbuatan tersebut tidak ada batasnya dan belum 
tertentu.  
Seperti: mencuri 
 Berlaku Terus Menerus (daverhaftig): Berlakunya tidak 
dibatasi oleh waktu atau berlaku kapan saja sampai Norma 
Hukum itu dicabut. 
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b. Keputusan/Penetapan/Ketetapan (Beschikking) 
 Individual (ditujukan untuk seseorang, beberapa orang atau 
banyak orang yang telah tertentu). 
Seperti: Dosen A, Mahasiwa A, B, C dan lain sebaginya 
 Konkrit (perbuatan tersebut lebih nyata (konkrit) dan tertentu. 
Seperti: Mencuri komputer 
 Berlaku Sekali Selesai (einmalig): Berlaku hanya sekali saja 
setelah ditetapkan selesai. 
 Disamping kedua produk hukum regeling dan beschikking 
sebagaimana dijelaskan di atas, dalam lapangan hukum Administrasi 
Negara berkembang bentuk produk hukum yang disebut dengan 
peraturan kebijkan (Beleidregels/psuedowtgoving/policy rules) dan 
perencanaan (het plan).39 
 Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk produk hukum 
yang lahir karena adanya kebebasan bertindak yang melekat pada 
administratur negara yang lazim disebut dengan Freies Ermessen atau 
diskresi.40 
 Laica Marzuki menyimpulkan adanya tiga komponen utama dari 
peraturan kebijakan (Beleidregels), yakni:41 






 Laica Marzuki,, “Peraturan Kebijakan (Beleidregels): Hakikat serta Fungsinya 
selaku Sarana Hukum Pemerintahan” tulisan dalam philiphus M. Hadjon, dkk.m 
Hukum Administrasi dan Good Governance, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 
2010) hlm. 55-64. (diambil pada buku Dr. Sirajuddin, S.H., M.H. et.al.,HUKUM 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH (Malang 2016), hlm. 183.). 
 
 
1. Komponen subjectum 
Peraturan kebijakan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara 
sebagai perwujudan penggunaan Freies Ermessen atau diskresi 
dalam bentuk tertulis yang diumumkan keluar lalu megikat para 
warga. 
2. Komponen materi (substantif) 
Muatan (isi) peraturan kebijakan memuat aturan umum yang tersendiri 
yang melampaui cakupan kaidah peraturan perundang-undangan 
yang dibuatkan pengaturan operasional. 
 
 
3. Komponen kewenangan 
Badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan 
kebijakan tidak memiliki kewenangan perundang-undangan, namun 
secara tidak langsung mengikat para warga sebagaimana halnya 
dengan kaidah-kaidah peraturan yuridis. 
 Impilkasi Freies Ermessen melalui sikap tindak administrasi Negara dapat 
terwujud: (1) membentuk peraturan perundang-undangan dibawah 
undang-undang yang secara materil mengikat umum; (2) mengeluarkan 
beschikking yang bersifat konkret, final dan individual; (2) melakukan 
tindakan administrasi yang nyata dan aktif; (4) menjalankan fungsi 
peradian terutama dalam hal “keberatan” dan “banding administratif”.42 
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 Freies ermessen lahir desebabkan tuntutan keadaan yang serba cepat 
berubah sekaligus ketidak mampuan aturan hukum yang ada untuk 
mengatasi keadaan. Sehingga diperlukan administrasi negara yang 
responsif terhadap perkembangan yang terjadi dan tentu saja asas 
legalitas tidak bisa dipertahankan secara kaku. Dengan demikian Freies 
ermessen berperan dalam mengisi, melengkapi, dan mengembangkan 
hukum administrasi negara.43 
 Dalam ranah praktek peraturan kebijakan menjelma dalam berbagai 
bentuk atau jenis, yakni peraturan, keputusan, instruksi, surat edaran, dan 
pengumuman.44 
 Mengenai bentuk hukum dari perencanaan, paling tidak dikalangan para 
ahli hukum terdapat empat pandangan, yaitu: (1) perencanaan merupakan 
ketetapan (beschikking); (2) penetapan sebagian merupakan ketetapan 
(beschikking) dan sebagian merupakan peraturan (regeling); (3) 
perencanaan merupakan bentuk hukum tersendiri dan; (4) perencanaan 
adalah suatu benntuk peraturan (regeling)45 
2. Eksistensi Peraturan Daerah 
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan oleh 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang 
lahir pasca amandemen pasal 18 UUD 1945 dapat menjadi titik pijak 
penataan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, karena 









telah membawa angin perubahan baik pada ranah paradigma, pola dan 
fungsi utama penyelenggaraan pemerintah daerah. 
 Dalam rangka pelaksanaan kewenangan mengurus kepentingan 
masyarakat maka Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD 
menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan pilar utama 
yang memanyungi realisasi otonomi daerah. Perda memiliki karakteristik 
bersifat mengatur (regeling), khususnya mengatur realisasi antara 
pemerintah daerah, masyarakat lokal, stakeholderslokal seperti dunia 
usaha. Perda bukan hanya mengatur kehidupan politik, sosial dan budaya 
masyarakat, akan tetapi juga masalah ekonomi daerah. Oleh karena itu, 
Perda menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian dan 
kesejahteraan daerah pada umumnya.46 
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (UUP3) dan UU No. 23 Tahun 2014 mengatur 
beberapa prinsip mengenai Peraturan Daerah (Perda):47 
(1) DPRD membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah 
untuk menndapat persetujuan bersama; 
(2) Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat 
persetujuan bersama DPRD; 
(3) Perda dibentuk dalam rangka penyelengggaraan otonomi, tugas 
pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
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undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 
masing-masing daeah; 
(4) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
(5) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan 
hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah; 
(6) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah 
ditetapkan untuk melaksanakan Perda; 
(7) Perda diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala 
daerah dimuat dalam berita daerah; 
(8) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik 
pelanggaran Perda (PPNS Perda dan peraturan kepala daerah).48 
 Sebagai bagian dari produk hukum nasional, keberadaan Perda 
diakomodasi dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-
undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
mengatur hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 
1. UUD Negara RI Tahun 1945; 
2. Ketetapan MPR; 
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Penggangti Undang-
undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
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5. Peraturan Preesiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  
 
F. Dasar Pembentukan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
 Dalam pembentukan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat diatur 
dalam PP No. 18 Tahun 2016 pasal 24 ayat (7) yaitu:  
 “untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan 
 pembangunan dengan pemerintah pusat, Daerah dapat 
 membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara”  
 
berlanjut pada ayat (8) yaitu: 
 “Pembentukan badan penghubung provinsi sebagaimana dimaksud 
 pada ayat (7) ditetapkan dengan Perda provinsi”. 
  
 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat pada pasal 4 bagian e ayat (7) yaitu: 
 “Badan Penghubung Provinsi merupakan Badan Daerah setingkat 
 Bidang”. 
 
Berlanjut ke pasal 5 yaitu: 
 “Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan  fungsi, 
serta tata kerja Perangat Daerah ditetapkan dengan  Peraturan 
Gubernur”. 
  
 Pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 46 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tata Kerja 
Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yakni 
pada Pasal 113 yaitu: 
 
 
(1) Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  
huruf g, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang 
Penghubung yang menjadi kewenangan Daerah; 
(2) Badan Penghubung Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 
 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas 
pokok yaitu menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan 








G. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
1. Kedudukan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
 Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 46 Tahun 
2016 pada Pasal 113 yakni: 
(1) Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  
huruf g, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang 
Penghubung yang menjadi kewenangan Daerah; 
(2) Badan Penghubung Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 
 
2. Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
 Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 46 Tahun 
2016 pada Pasal 114 yakni: 
 
 
(1) Badan Penghubung  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat 
(1), mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas ketatausahaan, hubungan antara 
lembaga, promosi dan informasi, serta keprotokolan. 
(2) Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijaksanaan teknis urusan pemerintahan daerah di 
Jakarta sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; 
b. perumusan rencana dan program, pelaksanaan kegiatan Kantor 
Perwakilan Pemerintah Daerah di Jakarta; 
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan 
kegiatan hubungan antara lembaga, promosi dan informasi 
Pemerintah Daerah di Jakarta; 
d. pengoordinasian dengan instansi terkait; 
e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas; 
f. penyelenggaraan pembinaan urusan Tata Usaha Kantor; 
g. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 
h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; 
i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
 
3. Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi 
Barat 
 Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 46 Tahun 
2016 pada Pasal 115, 116, 117, 118, dan 119  yakni: 
Pasal 115 
Susunan Organisasi Badan Penghubung terdiri atas : 
a. Sub Bagian Tata Usahadan Keuangan; 
b. Subbidang Hubungan Antar Lembaga; 
c. Subbidang Promosi, Data dan Informasi Daerah; dan 
d. Subbidang Sarana dan Pelayanan; 
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 
Pasal 116 
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 115  huruf a, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan bagian Tata Usaha; 
 
 
b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan umum, kearsipan, 
perlengkapan dan kerumahtanggaan; 
c. menyiapkan bahan pengelolaan data dalam rangka penyusunan 
program kegiatan kantor; 
d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan anggaran; 
e. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bagian Tata 
Usaha; 
g. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 
h. menyiapkan bahan naskah dinas dan kearsipan; 
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; 
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
k. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana penghubung 
dalam rangka kegiatan urusan pemerintahan di Jakarta dan Makassar; 
dan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 
 
Subbidang Hubungan Antar Lembaga 
Pasal 117 
Subbidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 115huruf b, mempunyai tugas :  
a. menyiapkan bahan program kerja Hubungan Antar Lembaga; 
b. menginventarisasi, mensistematisasikan, menganalisis, dan 
menyajikan data dan informasi;  
c. melaksanakan observasi dan penelitian tentang potensi paguyuban 
masyarakat Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta dan sekitarnya;  
d. mengendalikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian dan Swasta maupun lembaga masyarakat dengan 
mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan sesuai prosedur agar 
tetap terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan;  
e. menyiapkan bahan protokoler (mewakili rapat/menghadiri upacara) 
yang ditugaskan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;  
f. mempelajari hasil konsultasi petugas Perwakilan kepada Pejabat 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun lembaga-lembaga 
masyarakat dengan menyimak, menganalisis dan menyimpulkan 
 
 
sebagai masukan dalam pelaksanaan maupun penentuan 
penyelesaian lebih lanjut;  
g. melakukan hubungan dan kerja sama dengan Pejabat Pemerintah 
Pusat di Jakarta mengenai masalah dan kepentingan dinas 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik secara langsung maupun 
melalui alat komunikasi untuk membantu kelancaran penyelesaian 
lebih lanjut;  
h. memfasilitasi acara-acara kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, 
Sekda Prov, SKPD lingkup Pemprov, Pimpinan dan Anggota DPRD 
Provinsi; 
i. mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat, 
pemerintah Provinsi, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat 
maupun tokoh-tokoh masyarakat daerah di Jakarta dan sekitarnya 
dengan melakukan hubungan fungsional, membuat perjanjian, 
konsultasi, dan saling tukar-menukar informasi atau dalam bentuk-
bentuk lain agar terjalin hubungan yang serasi, efektif, dan efisien;  
j. menyiapkan bahan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 
 
Subbidang Promosi, Data dan Informasi Daerah 
Pasal 118 
Subbidang Promosi, Data, dan Informasi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 115  huruf c, mempunyai tugas : 
a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Promosi, Data 
dan Informasi; 
b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis 
pelaksanaan promosi, data dan informasi urusan pemerintahan 
daerah di Jakarta; 
c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi, data dan 
informasi urusan pemerintahan daerah di Jakarta; 
d. menyiapkan bahan layanan terhadap Organisasi Perangkat daerah 
(OPD) dalam rangka kegiatan promosi, informasi urusan 
Pemerintahan daerah di Jakarta; 
e. menyiapkan bahan penyimpanan sarana daan prasarana dalam 
rangka kelancaran kegiatan promosi, data dan informasi urusan 
pemerintahan di Jakarta; 
 
 
f. pembuatan dan penyusunan database pelaksanaan promosi, data dan 
informasi urusan pemerintahan daerah di Jakarta; 
g. mengadakan kerja sama, mengoordinasikan, mengelola dan 
mengendalikan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) agar dapat berfungsi sebagai promosi daerah yang efektif, 
diantaranya dengan mengadakan promosi seni, budaya, dan tradisi 
daerah Sulawesi Barat, melalui : pameran, peragaan, penjualan dan 
pelayanan kunjungan;  
h. memberikan layanan informasi dalam aspek ekonomi, pembangunan 
sosial, budaya dan pariwisata; 
i. mensosialisasikan keberadaan Badan Penghubung; 
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 
melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan keputusan; 
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; 
l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 





Subbidang Sarana dan Pelayanan 
Pasal 119 
Subbidang Sarana dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
115 huruf d, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan program rencana kerja Penghubung di Jakarta dan 
Makassar; 
b. menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka fasilitasi hubungan 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Jakarta; 
c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah di Jakarta dan Makassar; 
d. mengelola pelayanan Mess Perwakilan dengan mengarahkan, 
mengawasi guna menunjang perangkat daerah yang bertugas di 
Jakarta dan Makassar; 
e. mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas untuk 
menunjang kelancaran tugas; 
f. menyiapkan bahan administrasi pemeliharaan dan pengurusan surat-
surat kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban 
penggunaan kendaraan dinas; 
 
 
g. menyiapkan bahan dan penganalisaan kebutuhan Badan Penghubung 
dan mess Badan Penghubung; 
h. mengurus keperluan Badan Penghubung dan mess Pemprov 
Sulawesi Barat di Jakarta dan Makassar; 
i. menyediakan tempat keperluan rapat dan pertemuan dinas lainnya; 
j. mempersiapkan dan melayani kebutuhan para tamu pimpinan; 
k. menyiapkan pengaturan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan 
ketertiban dikantor Penghubung dan mess Pemprov Sulawesi Barat di 
Jakarta dan Makassar; 
l. melaksanakan evaluasi dan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; 
m. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan keputusan; 
n. melaksanakan operasional kegiatan penghubung di Jakarta dan 
Makassar; 
o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi mess perwakilan Makassar; 
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 










A. Lokasi Penelitian 
 Guna mendapatkan data-data, informasi dan dasar-dasar hukum  
yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan 
penelitian pada instansi yang memiliki kaitan dengan skripsi ini. Lokasi 
penelitian dilakukan di Jakarta yaitu pada kantor Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat dan di Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju), yaitu 
pada kantor Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dan Biro Hukum. 
B. Jenis Penelitian 
 Berdasarkan fokus peelitiannya, peneliitian hukum dibagi lagi menjadi 
beberapa jenis. Abdul Kadir Muhammad membagi menjadi tiga.Yaitu 
penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris dan 
penelitian hukum empiris yang dibagi berdasarkan fokus penelitiannya. 
 Penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif-
empris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode 
penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode 
penelitian hukum normatif-empiris dalam upaya penelitian dan penulisan 
skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang 
dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sebagaimana diterangkan 
di atas, penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji 
ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yakni UU No. 23 Tahun 2014, 
PP No 18 Tahun 2016, Perda No. 6 Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat, 
 
 
Pergub No. 46 Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan judul 
tersebut, kemudian mengkaji penerapan-penerapan hukum positif tertulis 
tersebut.      
C. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer 
dan data sekunder.Adapun jenis data yang dimaksud adalah sebagai 
berikut. 
1. Jenis Data Primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan 
oleh penulis secara langsung dari tempat penelitan atau sumber 
datanya yakni di Jakarta yaitu pada kantor Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat dan di Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju) yaitu 
pada kantor Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) dan Biro Hukum 
Provinsi Sulawesi Barat. Data primer disebut juga sebagai data asli 
atau data baru yang memiliki sifat up to date (kebaruan). 
2. Jenis Data sekunder  
 Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 
berbagai sumber yang telah ada.Data sekunder ini, penulis peroleh 
dari bebagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang 
ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat penulis sebagai 
judul yaitu mengenai Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
 
 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan 
skripsi ini sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan 
teori dan objek kajian dengan cara : 
a. Mempelajari buku-buku, jurnal, majalah , Koran atau karya tulis 
lainnya yang berhubungan langsung dengan objek dan materi 
penulisan skripsi ini. 
b. Mempelajari peraturan perundanng-undangan yang 
berhubungan dengan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
2. Penelitian Lapangan (Fielld Research) 
Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan guna mencari dan 
mengumpulkan data yang dibutuhkan dan melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang, yaitu di Jakarta 
Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat dan di Provinsi 
Sulawesi Barat (Mamuju) yaitu Kepala Biro Organisasi dan Tata 
Laksana (Ortala) dan Kepala Biro Hukum serta  narasumber yang 
dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai 
masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
 
E. Analisis Data 
 Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis 
deskriptif, berlandaskan data baik primer maupun data sekunder yang 
 
 
dilakukan peneliti dengaan teknik pengumpulan data baik melalui Library 
Research dan juga Field Research yang tetap sejalan dengan topik 
permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Dan data akan digambarkan 
dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh oleh 
peneliti di lokasi penelitian melalui  sejumlah faktor yang relevan dengan 
penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan hasil 




















A. Bagaimana pengaturan hukum dari pembentukan Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
 Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang kini namanya menjadi 
Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu OPD baru 
pada pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Terbentuknya Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat merupakan implementasi dari 
Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Badan.  
 Berdasarkan Pasal 24 angka 7 PP No 18 Tahun 2016 bahwa 
Pembentukan Badan Penghubung Provinsi yaitu untuk melaksanakan 
fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan 
pembagunan dengan pemerintah pusat.  
 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat secara resmi dimasukkan 
kedalam OPD pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 1 januari 
2017, pada saat itu pula dilakukan pelantikan kepala Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat. Kantor Badan Penghubung ini bertempat di 
Jakarta dan memiliki 73 pegawai, diantaranya 28 pegawai negeri sipil  dan 
45 non pegawai negeri sipil.     
 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2016 tentang pembentukan 
susunan peragkat daerah provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebagai 
 
 
implementasi dari PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang 
menyebutkan “untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan 
pemerinahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, maka Daerah 
dapat membentuk badan penghubung daerah provinsi di ibu kota negara”. 
1. Dasar Hukum Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
 Dalam pembentukan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat diatur 
dalam PP No. 18 Tahun 2016 pasal 24 ayat (7) yaitu:  
 “untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan 
 pembangunan dengan pemerintah pusat, Daerah dapat 
 membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara”  
 
berlanjut pada ayat (8) yaitu: 
 “Pembentukan badan penghubung provinsi sebagaimana dimaksud 
 pada ayat (7) ditetapkan dengan Perda provinsi”. 
  
 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat pada pasal 4 bagian e ayat (7) yaitu: 
 “Badan Penghubung Provinsi merupakan Badan Daerah setingkat 
 Bidang”. 
 
Berlanjut ke pasal 5 yaitu:  
 “Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan  fungsi, 
serta tata kerja Perangat Daerah ditetapkan dengan  Peraturan 
Gubernur”. 
  
 Pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 46 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tata Kerja 
Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yakni 
pada Pasal 113 yaitu: 
 
 
(1) Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14  huruf g, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan 
Bidang Penghubung yang menjadi kewenangan Daerah; 
(2) Badan Penghubung Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 
 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas 
pokok yaitu menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan 
pembangunan dengan pemerintah pusat. 
2. Kedudukan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
 Menurut Philips M. Hadjon49 makna kedudukan suatu lembaga Negara 
dapat dilihat dari dua sisi. Yakni, pertama, kedudukan diartikan sebagai 
suatu posisi yaitu posisi lembaga Negara dibandingkan dengan lembaga 
Negara lainnya. Kedua, kedudukan lembaga Negara diartikan sebagaii 
posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya. 
 Kedudukan dari sebuah lemabaga Negara ataupun lembaga Daerah dapat 
dapat ditinjau juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
membentuknya. Misalkan organ Negara tersebut dibentuk oleh UUD NRI 
Tahun 1945 maka sumber legitimasi atau kewenangan yang diberikan 
terhadap lembaga negara tersebut akan lebih besar. Dan akan berbeda 
halnya dengan lembaga yang dibentuk ole peraturan perundang-
undangan pada hirarki ke bawahnya. 
 Dari uraian diatas, maka Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
yang secara peraturan perundang-undangan dibentuk oleh PP No. 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Yang secara eksplisit dituangkan 
                                                          
49
 PhilipsM. Hadjon dalam Titiek Triwulan. Et.al Hal 59. 
 
 
dalam Pasal 24 angka (7) yang berbunyi "Untuk menunjang koordinasi 
peaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan dengan pemerintah 
pusat, Daerah provinsi dapat membentuk Badan Penghubung Daerah 
Provinsi di ibu kota negara”.  
 Berdasarkan hasil wawncara dengan Afrisal, SH, (Kasubag. Rancangan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur) Biro Hukum Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 Juli 2017 bertempat di Kantor 
Gubernur Biro Hukum di Mamuju, menjelaskan bahwa mengapa 
pemerintah provinsi Sulawesi Barat memebentuk Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat yang menggantikan Kantor Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Barat di Jakarta, dikarenakan pada UU No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 18 tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah, beliau menyatakan bahwa dalam perangkat daerah 
sudah tidak ada lagi nama Kantor sehingga pada perangkat derah provinsi 
Sulawesi Barat disepakati hanya ada nama Dinas, Badan, Biro dan 
Sekteraiat Daerah. Afrisal melanjutkan bahwa terkait Perda Provinsi 
Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2016 Pasal 4 huruf e angka 7 yang berbunyi 
Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat adalah Badan setingkat 
Bidan, dikarenakan personil dari kantor Badan Penghubung Provinsi 
masih terbilang tidak banyak dan beban kerjanya juga kecil.  
 Hal tersebut juga dibenarkan oleh Andi Ahmad Refi, SE, MM (Kepala 
Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat) yaitu dengan wawancara 
langsung pada 27 Juli 2017 di Jakarta, dia menjelaskan bahwa Badan 
 
 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat adalah Badan tipe C. berdasarkan 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 219 ayat 
(2) huruf c yang berbunyi, Badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi 
pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kecil. 
Dia melanjutkan bahwa Berdasarkan pasal 70 PP No 18 tahun 2016 
tentang perangkat daerah yaitu Badan Penghubung Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata 
usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.   
 Keterangan lebih lanjut dijelaskan Pada Peraturan Gubernur Sulawesi 
Barat No. 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Pasal 113 menyatakan bahwa: 
a. Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 14 huruf g, merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan Bidang Penghubung yang menjadi kewenangan 
Daerah; 
b. Badan Penghubung Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.  
 Andi Ahmad Refi, SE, MM (Kepala Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat) melanjutkan terkait kedudukan kantor Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat, dia mengatakan bahwa sebelumnya para kepala 
Badan Penghubung se-Indonesia mempunyai forum dengan nama 
Forkapsi (Forum komunikasi antar perwakilan penghubung se-Indonesia) 
dengan rencana untuk menyeragamkan seluruh kepala Badan 
Penghubung se-Indonesia untuk ditetapkan sebagai pejabat eselon II, 
 
 
akhirnya beberapa Daerah pada Kantor Badan Penghubungnya memiliki 
Kepala Kantor Eselon II, seperti Papua. Tetapi dengan keluarnya PP No 
18 Tahun 2016, Kemendagri kembali membuat kesepakatan untuk 
menyeragamkan eselon jabatan pimpinan Kantor Badan penghubung 
menjadi eselon III. Sehingga untuk kantor Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat, nama kantor telah berubah dari Kantor perwakilan 
menjadi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat, tetapi struktur serta 
jabatan pejabat kantor tidak berubah. 
3. Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi barat 
 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membuat pedoman untuk 
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi 
Barat yang telah dimuat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 46 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat sebagai bahan patokan dalam pengambilan kebijaksanaan dan 
operasional pelaksanaan tugas daya guna dan hasil guna yang sebesar-
besarnya. 
 Andi Ahmad Refi, SE, MM (Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi 
Barat), mengatakan secara garis besarnya tugas dan fungsi Badan 
Penghubung terdiri dari: 
1. koordinasi instansi ke pusat; 
 
 
 pelaksanaan urusan koordinasi pemerintahan daerah Provinsi 
Sulawesi Barat adalah menjadi tanggung jawab Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat.  
2. fasilitasi urusan pemerintahan pemerintah Sulawesi Barat di Pusat; 
 Fasillitasi urusan pemerintahan pemerintah Sulawesi Barat di pusat 
juga menjadi tanggung jawab Badan Penghubung. Sebagai contoh, 
apabila ada pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang 
melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta, maka pejabat tesebut 
berhak mendapat pelayanan fasilitas oleh Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat. Seperti pelayanan tempat tinggal yang 
disediakan mess Sulawesi Barat di Jakarta, tetapi tetap melalui 
urusan administrasi.   
3. pelayanan tamu dan pejabat Sulbar yang ke Jakarta untuk urusan 
pemerintahan; 
 pelayanan tamu dan pejabat ini hampir sama dengan fasilitasi 
urusan pemerintahan, cuman perbedaannya adalah untuk fasilitas 
urusan pemerintahan, dia hanya menyiapkan fasilitas tersebut 
walaupun tamu atau pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
belum ada di Jakarta tetapi hal-hal yang berhubungan dengan 
fasilitasi sudah siap. Sedangkan untuk pelayanan tamu ini 
dilakukan sewaktu tamu atau pejabat Pemerintah Sulawesi Barat 
sudah ada di Jakarta.   
 
 
4. Urusan persuratan yang keluar dari Kemendagri harus melalui 
Badan Penghubung Sulawesi Barat; 
 Berdasarkan aturan baru yang berlaku, bahwa untuk saat ini 
persuratan yang keluar dari Kemendagri untuk ke daerah harus 
melalui Badang Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. Contoh 
apabila ada surat dari Kemendagri untuk pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat, maka Badan Penghubunglah yang mengambil atau 
menerima surat tersebut untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat.  
5. Informasi potensi Sulawesi Barat (mempromosikan hasil daerah 
Sulawesi Barat); 
 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat memiliki salahsatu 
program kerja yaitu informasi potensi Sulawesi Barat dan 
mempromosikannya. Untuk pelaksanaan program kerja ini belum 
maksimal, karena program tersebut adalah program kerja baru. Jadi 
untuk anggaran pendanaan program tersebut belum ada.  
6. Membangun kerjasama dengan setiap kantor pengubung,  
kementrian, calon investor, BKPM dan lain-lain 
 Badan Penghubung Provinsi Suawesi Barat mempunyai misi untuk 
memajukan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun salahsatu cara yang 
dilakukan adalah membangun kerja sama dengan instansi-insatansi 
terkait. Hal ini lebih mengarah ke pengembangan potensi daerah 
yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat. Seperti mempromosikan 
 
 
sarung tenun sutra madar ke ivestor, mempromosikan hasil kakao 
ke investor, dan lain-lain.     
4. Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi 
Barat 
 Berdasarkan pasal 70 PP No 18 Tahun 2016 menjelaskan bahwa 
Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 
24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 
(tiga) subbidang. 
 Adapun Struktur Badan penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
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B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat 
1. Pelaksanaan Tugas Badan Penghubung Provinsi Sulawesi 
Barat  
a) Memimpin; 
 Dalam hal pelaksanaan memimpin, Badan Penghubung Provisi 
Sulawesi Barat bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu hal 
yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Penghubung. Yang 
dalam hal ini bertangguungg jawab penuh adalah kepala Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. 
b) Mengoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan 
ketatausahaan; 
 Badan penghubung telah melaksanakan pengoordinasian terkait 
pelaksanaan ketatausahaan dengan daerah-daerah lainnya melalui 
Forkapsi (Forum komuniksi antar perwakilan penghubung 
seIndonesia) dan juga secara langsung ke lembaga-lembaga terkait 
terkhusus untuk lembaga yang berada di ibu kota negara. 
c) hubungan antara lembaga; 
 Setiap SKPD atau OPD Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki 
urusan pemerintahan dengan pemerintah pusat, harus melalui 
Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini sudah 
terlaksana, cuman tidak jarang juga ada beberapa SKPD atau OPD 
 
 
yang tidak melakukan koordinasi kepada Badan Penghung ketika 
memiliki urusan dengan pemerintah pusat. 
d) promosi dan informasi; 
 Pomosi dan informasi telah dilaksanakan oleh Badan Penghubung 
melalui media-media. Akan tetapi partisipasi dan Pengembangan 
Potensi Daerah dengan Kementrian/lembaga terkait belum 
sepenuhnya berjalan lancer karena untuk pengembangan potensi 
daerah adalah program yang baru dimasukkan didalam rencana 
program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
dan membutuhkan dana yang cukup besar. 
e) keprotokolan  
 Badan penghubung adalah wadah bagi pejabat-pejabat 
pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai urusan 
dengan pemerintah pusat. Sehingga dalam pelaksanaanya, maka 
Badan Penghubung adalah pelayanan kedinasan protokoler urusan 
pemerintah daerah di pusat. 
2. Pelaksanaan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi 
Barat 
a) Perumusan kebijaksanaan teknis urusan pemerintahan 
daerah di Jakarta sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh 
Gubernur; 
 Perumusan kebijakan teknis ini adalah hal-hal yang menjadi urusan 
pemerintah daerah di Jakarta seperti, Badan Penghubung Provinsi 
 
 
Sulawesi Barat membuat perumusan rencana dan program, 
pelaksanaan kegiatan kantor, rekrutmen pegawai, baik sipil maupun 
non sipil, pembuatan struktur organisasi, dan pelaksanaaan tugas 
lain yang menjadi kewenangan Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat, seperti penyediaan mess Sulawesi Barat yang 
dimana mess tersebut di kelola langsung oleh Badan Penghubung 
dan menjadi pemasukan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, akan 
tetapi untuk penggunaan mess tersebut lebih di prioritaskan kepada 
tamu yang berasal dari daerah. 
b) Perumusan rencana dan program, pelaksanaan kegiatan 
Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah di Jakarta; 
 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi barat telah menyusun 
rencana dan program, pelaksanaan kegiatan kantor yang telah 
dimuat pada rencana program dan kegiatan Badan Penghubung 
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017. 
c) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam 
pelaksanaan kegiatan hubungan antara lembaga, promosi 
dan informasi Pemerintah Daerah di Jakarta; 
 Telah dilakukan kegiatan yang terkait dengan hal diatas seperti 
yang tertuang dalam Rencana Program dan Kegiatan Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat yaitu 
1. Program kapasitas sumber daya aparatur seperti pendidikan 
dan pelatihan untuk pegawai Badan Penghubung Provinsi. 
 
 
2. Program peningkatan disiplin aparatur seperti pengadaan 
pakaian dinas beserta kelengkapannya,  
d) Pengoordinasian dengan instansi terkait; 
 Pengoordinasiaan dengan instansi terkait sudah dilaksanakan oleh 
Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan koordinasi 
dengan pejabat pemeritah daerah. 
e) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan 
pelaksanaan tugas; 
 Pelaksanaan tugas penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan 
laporan pelaksanaan tugas telah terlaksana, tetapi untuk laporan 
akuntabilitas kinerja belum terlaksana dalam hal pengumpulan 
LAKIP ke Biro Organisasi dan Tata laksana Pemeritah Provinsi 
Sulawesi Barat. 
f) Penyelenggaraan pembinaan urusan Tata Usaha Kantor; 
 Pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha kantor belum 
sepenuhnya dilaksanakan oleh badan Penghubung Provinsi 
Sulawei Barat. Dalam hal ini kegiatan tersebut seperti promosi, 
partisipasi dan pengembangan potensi daerah. Belum 
terlaksananya kegiatan ini, karena kegiatan tersebut adalah 
kegiatan yang baru dimasukkan pada rencana program kegiatan 
prioritas daerah badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. 
 
 
g) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan; 
 Telaahan staf juga telah dilaksanakan yang dilakukan langsung 
oleh Kepala Kantor Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat, 
hal ini dilakukan agar setiap penugasan dinas yang melibatkan staf 
Badan Peghubung Provinsi Sulawesi Barat dapat berjalan dengan 
baik. 
h) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; 
 Evaluasi dan pelaporan juga telah dilakukan oleh Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat, akan tetapi ada satu 
pelaporan yang belum dilaksanakan, yaitu LAKIP Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat belum masuk pada Biro 
Ortala Provinsi Sulawesi Barat. 
i) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
 koordinasi dengan unit terkait juga sudah dilakukan oleh Badan 
Penghubung, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat sering 
karena terkait dengan koordiansi, seperti rapat koordinasi dan 
konsultasi keluar daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa Badan 
Penghubung adalah instansi yang bergerak di bagian koordinasi 
pemerintahan daerah ke pemerintahn pusat. 
 
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin; 
 
 
 Melakasanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin ini biasa 
bermacam-macam, salah satunya adalah mewakili pimpinan daerah 
apabila ada urusan di pemerintahan pusat dan pimpinan daerah 


























 Berdasarkan pembahasan skripsi di atas, maka penulis menyimpullkan 
beberapa hal : 
1. Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat dibentuk karena 
penyesuaian terhadap peraturan baru yang berlaku. Dimana Pada 
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 
18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, tidak ada lagi instansi 
pemerintahan perangkat daerah baik itu OPD maupun SKPD yang 
menggunkan nama kantor. Akan tetapi pada perangkat daerah 
hanya ada Dinas, Badan, Biro dan Sekretariat Daerah. Sehingga 
Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat diganti menjadi Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat. Badan Penghubung adalah 
Badan Daerah Provinsi tipe C, dimana beban kerjanya kecil. 
Berdasarkan pasal 70 PP No 18 Tahun 2016 tentang perangkat 
daerah, Badan Penghubung Daerah provinsi sebagaimana 
dimaksud pada pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata 
usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.  
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat dinilai sudah baik dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya yang dimuat dalam rencana program dan kegiatan 
prioritas daerah tahun 2017 Provinsi Sulawesi Barat Badan 
 
 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat, tetapi ada juga beberapa 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum terlaksana, hal ini dapat 
dilihat dari keterlambatan terkait pelaporan kinerja baik itu laporan 
keuangan maupun laporan capaian kinerja. Hal ini mungkin 
dikarenakan Kantor badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat 
berada jauh dari lingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Barat. 
 
B. SARAN 
 Dari beberapa keksimpulan yang ada, penulis memberikan saran, yakni:  
1. Pemerintah daerah harus segera mengesahkan peraturan yang 
lebih jelas terkait kedudukan dari Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat. Dimana dari hasil wawancara langsung dengan 
berbagai narasumber yang menjelaskan bahwa Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat adalah Badan daerah tipe C, 
akan tetapi jika kita merujuk pada PP No 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah pada Pasal 69, tidak menggambarkan Badan 
Penghubung Provinsi Sulawesi Barat adalah Badan tipe C. dimana 
berdasarkan pada Pasal 69 angka 1 PP No 18 Tahun 2016 tentang 
perangkat daerah menjelaskan bahwa Badan Daerah Provinsi tipe 
C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. 
Akan tetapi pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat tidak 
ada sekretariat dan bidang, yang ada hanya 1 (satu) subbagian dan 
3 (tiga) subbidang. Sehingga perlunya peraturan lebih jelas terkait 
pengaturan kedudukan Badan Penghubung Provinsi. Selain itu 
 
 
Pemerintah Daerah harus segera memperbaiki muatan dari Perda 
No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya pada pasal 4 bagian e 
angka 7 yang membahas tentang Badan Penghubung Provinsi 
Sulawesi Barat, dimana pada pasal tersebut hanya menjelaskan 
Bahwa Badan Penghubung Provinsi merupakan Badan Daerah 
setingkat Bidang. 
2. Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat harus tetap 
memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsinya, bukan hanya 
melaksanakan apa yang menjadi kegiatan prioritas kantor akan 
tetapi terkait pertanggung jawaban kantor, seperti laporan 
keuangan maupun laporan capaian kinerja harus tetap diutamakan 
karena menjadi bahan rujukan dari hasil pelaksanaan tugas dan 
fungsi suatu kantor. Selain itu, sebagai badan yang bergerak di 
fungsional koordinasi dan keprotokolan pemerintah daerah di pusat, 
hal-hal yang berhubungan dengan koordinasi seperti fasilitasi 
urusan pemerintahan daerah di pusat harusnya juga di perhatikan. 





Asshiddiqe, Jimly. 2015. (cet 7) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT 
RajaGrafindo Persada;Jakarta.  
----------------------, 2011, Kontitusi dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika; 
Jakarta 
Busrizalti. 2013. Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total 
Media; Yogyakarta. 
Huda Ni’matul. 2013. Hukum Tata Negara Indonesia - Edisi Revisi, PT 
RajaGrafindo Persada; Jakarta. 
Ilmar, Aminuddin. 2014, Membangun Negara Hukum Indonesia, Phinatama 
Media; Makassar 
Jurdi, Fajlurrahman, 2016, Teori Negara Hukum, Setara Press; Malang 
Manan, Bagir. 2004, Menyonsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum 
(PSH) FH UII; Yogyakarta 
Marzuki Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum – Edisi Revisi, PT Adhitya 
Andrebina Agung; Jakarta. 
Sarman. Taufik Makaroro. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, 
PT Rineka Cipta; Jakarta. 
Soekanto, Soerjono, 2014 (cet 13), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Penegkan Hukum, Rajawali Pers; Jakarta   
Sirajuddin. et. al. 2016. Hukum  Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara 
Press; Malang. 
Sunarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar 
Grafika; Jakarta. 
Syueb Sudono. 2008. Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak 
Kemerdekaan sampai Era Reformasi, Laksbang Mediatama; 
Surabaya.   








 Peraturan perundang-undangan 
 Undang-Undang Dasar 1945. 
 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah. 
 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.  
 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan 
 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Sulawei Barat. 
 Pergub Sulawesi Barat No. 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas 
dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah 
dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 Website 
 http:kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/pages/2016/445/I
nmendagri-Tndak-Lanjut-PP-18-Tahun-2016 
 http://e-journal.uajy.ac.id/325/2/1MIH01722.pdf 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
